
MENTERIKEUANGAN 

REPUBUK INDONES!A 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 89/PMK.05/2016 

TENTANG 
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG 
UNTUK KEGIATAN PEMI:.,IHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah, tata cara pertanggungjawaban
pelaksanaan hibah dalam bentuk uang yang
dilaksanakan langsung oleh Kernen terian / Lem bag a
diatur oleh Menteri Keuangan;b. bahwa pendanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah diperlakukan sebagai penerimaan hibah,
sehingga harus dikelola dan dipertanggungjawabkan
sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat
Terbatas tanggal 23 Juli 2015 sebagaimana disampaikan
melalu: surat Sekretaris Kabinet Nomor:
389/Seskab/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015, tata
kelola keuangan pemilihan Kepala Daerah diatur oleh
Menteri Keuangan;
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Mengingat 

Menetapkan 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 
Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang 
Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan 
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5202); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA 
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG 
UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN 
WALIKOTA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
JUJur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang 
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah provms1 dan 
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kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 
Gubernu:-, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 

3. Komisi Pemilihan ·Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas
dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang
diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundang
undangan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah
lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas
menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan
perundang-undangan.

6. Badan ?enyelenggara Pemilu Ad hoc yang selanjutnya
disebut BPP Ad hoc adalah Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia ?emungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
se bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan
tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
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8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya 
disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara 
Pemilu yang bertugas :nengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara 
Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam 
pengawasan penyelenggaraan pemilihan untuk Gubernur 
dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundang
undangan. 

9. Sekretariat Bawaslu Provir_si adalah satuan kerja yang 
mempunyai tugas dan fungsi untuk memberi dukungan 
administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu 
Provinsi. 

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang 
selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah 
panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang 
bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di 
wilayah Kabupaten/Kota. 

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya 
disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk 
oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk 
mengawasi penyelenggarE..an Pemilihan di wilayah 
Kecamatan. 

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran kemen terian negara / lem bag a. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 
untuk melaksanakan se bagian kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian 
negara/lembaga yang bersangkutan. 

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 
yang disusun oleh PA/KPA. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 5 -

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPHD adalah kesepakatan tertulis mengenai 

hibah antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah 

yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian 

hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan 

PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 

yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBN. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 

untuk menenma, meny1mpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan 

APBN pada kantor/satuan kerja kementerian 

negara / lem bag a. 

19. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya 

disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk 

membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan 

pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran 

pelaksanaan kegiatan tertentu. 

20. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi BUN. 

21. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 

disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh 

BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam 

rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang 

ditetapkan. 
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22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 
kuasa dari BUN untuk m�laksanakan sebagian fungsi 
Kuasa BUN. 

23. Rekening Lainnya adalah rekening giro dan/ atau 
deposito pada bank umum/kantor pos yang 
dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat 
ditampung pada rekening penerimaan dan rekening 
pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi kementerian 
negara/lembaga/ satuan kerja. 

24. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang 
selanjutnya disingkat RPDHL adalah Rekening Lainnya 
dalam bentuk giro Pemerintah yang dibuka oleh 
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dalam 
rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 

25. Rekening Penampungan Sementara yang selanjutnya 
disingkat RPS adalah Rekening Lainnya dalam bentuk 
giro pemerintah yang dipe::-gunakan untuk menampung 
penerimaan sementara untuk tujuan tertentu. 

26. Surat Perintah Pengesal:.an Hibah Langsung yang 
selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang 
diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk mengesahkan pembukuan pendapatan hibah yang 
pencairannya tidak melalui Kuasa BUN dan/ atau belanja 
yang bersumber dari hibah yang pencairannya tidak 
melalui Kuasa BUN. 

27. Pejabat Penanda Tangan s-..1rat Perintah Membayar yang 
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian 
dan perintah pembayaran atas beban belanja negara, 
serta melakukan pengujian atas perintah pengesahan 
pendapatan hi bah langsung dan/ atau belanja yang 
bersumber dari hibah lc.ngsung serta pengembalian 
hibah. 
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28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang 

selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan 

tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Ketua 

Panwas �abupaten/Kota dan Kepala Sekretariat Panwas 

Kabupaten/Kota atas transaksi belanja negara. 

29. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat SPBy 

adalah bukti perintah PPK kepada Bendahara 

Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang yang 

dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP sebagai 

pembay2.ran kepada pihak yang dituju. 

30. Surat Perintah Transfer Dana Hibah yang selanjutnya 

disebut SPT Hibah adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

PPK untuk pemindahbukuan sejumlah uang dari 

rekening Bendahara Pengeluaran/BPP ke rekening yang 

dituju. 

31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya 

disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab 

belanja yang diterbitkan/ dibuat oleh Ketua/ Sekretaris 

BPP Ad hoc/Panwas Kecamatan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara 

pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk 

kegiatan Pemilihan yang diterima oleh: 

a. KPU Provinsi; 

b. Bawaslu Provinsi; 

c. KPU Kabupaten/Kota; dan 

d. Panwas Kabupaten/Kota. 

(2) Hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari: 

a. Pemerintah Provinsi; 

b. Pemerintah Kabupaten; atau 

c. Pemerintah Kota. 
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BAB III 
PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS 

Pasal 3 
(1) Ketua KPU selaku PA berwenang dan bertanggung jawab 

mengelola hibah langsung dalam bentuk uang pada KPU. 
(2) Ketua Bawaslu selaku PA berwenang dan bertanggung 

jawab mengelola hibah langsung dalam bentuk uang 
pada Bawaslu. 

Pasa� 4 
(1) Dalam rangka pengelolaan ;iibah langsung dalam bentuk 

uang, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu menyusun 
Pedoman Teknis. 

(2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat paling sedikit: 
a. tujuan penggunaan hibah; 
b. tahapan transfer dana; 
c. tata cara pembayaran �epada penerima hak; 
d. penyusunan dan verifikasi bukti-bukti pengeluaran; 
e. jangka waktu penyampaian bukti-bukti pengeluaran 

dan SPTJ; 
f. format SPT Hibah, bukti-bukti pengeluaran, SPTJ, 

dan rekapitulasi; dan 
g. pelaksanaan pengesahan pendapatan dan belanja 

yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk 
uang untuk kegiatan Pemilihan di daerah otonomi 
baru. 
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BAB IV 
?ENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

Bagian Kesatu 
Penyaluran Dana Hibah 

Pasal 5 
(1) KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menenma dana hibah 

langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi 
untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur. 

(2) Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang 
sebagaio.ana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan NPHD. 

(3) KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi 
mengajc.kan permohonan nomor register atas NPHD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan 
hibah. 

(4) Dalam rangka penenmaan dana hibah langsung dalam 
bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA 
KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi 
mengajukan permohonan persetujuan pembukaan 
RPDHL kepada Kepala KPPN mitra kerja KPU 
Provinsi/ Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

(5) KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi 
membuka RPDHL setelah mendapat persetujuan dari 
Kepala KPPN. 

(6) Tata cara pembukaan RPDHL mengacu pada Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai rekening milik kementerian 
negara/lembaga/ satuan kerja. 
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Pasal 6 

(1) Untuk mengelola dana hibah langsung dalam bentuk 
uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), KPA 
KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat 
menunjuk dan menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK 
dengan keputusan KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat 
Bawaslu Provinsi. 

(2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana 
hibah langsung dalam be::1.tuk uang untuk keperluan 
pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
kepala satuan kerja KPU Provinsi dapat mengangkat: 
a. BPP KPU Provinsi; dan/ atau 
b. BPP KPU Kabupaten/Kota. 

(3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana 
hibah langsung dalam bentuk uang untuk keperluan 
pengawasan pemilihan Gu·:>ernur dan Wakil Gubernur, 
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat mengangkat: 
a. BPP Sekretariat Bawas·u Provinsi; dan/ atau 
b. BPP Panwas Kabupaten/Kota. 

(4) Pengangkatan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan 
kerja KPU Provinsi/Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

(5) Dalam rangka menampu:ig penyaluran dana hibah 
langsung dalam bentuk uang dari RPDHL, KPA KPU 
Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan 
permohonan persetujuan pembukaan RPS kepada 
Direktur Jenderal Perbendaharaan: 
a. untuk KPU Provinsi/ Sekretariat Bawaslu Provinsi; 

dan/atau 
b. untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota atau 

Panwas Kabupaten/Kota. 
(6) Permohonan persetujuan pembukaan RPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan melalui KPPN 
mitra kerja KPU Provinsi/ Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

(7) KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi 
membuka RPS setelah mendapat persetujuan dari 
Direktur Jenderal Perbendaharaan. 
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(8) PPK KPU Kabupaten/Kota atas nama KPA KPU Provinsi 

atau PPK Panwas Kabupaten/Kota atas nama KPA 
Sekretariat Bawaslu Provinsi, membuka RPS setelah 
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal 
Perbendaharaan. 

(9) Tata cara pembukaan RPS mengacu pada Peraturan 
Menteri ::<:.euangan mengenai rekening milik kementerian 
negara/lembaga/ satuan kerja. 

Pasal 7 
(1) Dana hi":)ah langsung dalam bentuk uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima oleh KPU 
Provinsi disalurkan kepada: 
a. KPU Provinsi; 
b. KPU Kabupaten/Kota; dan/ atau 
c. BPP Ad hoc. 

(2) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima oleh 
Bawaslu Provinsi disalurkan kepada: 
a. Bawaslu Provinsi; 
b. Panwas Kabupaten/Kota; dan/ atau 
c. Panwas Kecamatan. 

Pasal 8 
(1) Penyalu::-an dana hibah langsung dalam bentuk uang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 
dan/ atau huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme 
transfer dana dari RPDHL KPU Provinsi ke: 
a. RPS KPU Provinsi; dan/ atau 
b. RPS KPU Kabupaten/ Kota. 
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(2) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a 
dan/ atau huruf b, dilaksa.nakan melalui mekanisme 
transfer dana dari RPDHL Sekretariat Bawaslu Provinsi 
ke: 
a. RPS Sekretariat Bawaslu Provinsi; dan/ atau 
b. RPS Panwas Kabupaten/Kota. 

Pasal 9 
(1) Dalam rangka transfer dana dari RPDHL KPU Provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) , KPA KPU 
Provinsi menetapkan alokasi dana hibah untuk KPU 
Provinsi dan/ a tau masing-masing KPU Kabupaten/ Kota. 

(2) Dalam rangka transfer dana dari RPDHL Sekretariat 
Bawaslu Provinsi sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2), KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi menetapkan 
alokasi dana hibah untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi 
dan/atau masing-masing Panwas Kabupaten/Kota. 

Pasal 10 
(1) Berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1), PPK KPU Provinsi 
memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk 
menyalurkan dana hibah kepada BPP KPU Provinsi 
dan/atau masing-masing BPP KPU Kabupaten/Kota. 

(2) Berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) , PPK Sekretariat 
Bawaslu Provinsi memerintahkan Bendahara 
Pengeluaran untuk menyalurkan dana hibah kepada BPP 
Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/ atau masing-masing 
BPP Panwas Kabupaten/Kota. 

(3) PPK KPU Provinsi atau PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi, 
memerintahkan penyaluran dana hibah kepada 
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan SPT Hibah. 

(4) Format SPT Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam Pedoman Teknis. 
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Pasal 11 

(1) Berdasarkan perintah PPK KPU Provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), Bendahara 
Pengeluaran melakukan transfer dana kepada: 
a. BPP KPU Provinsi; dan/ atau 
b. BPP KPU Kabupaten/ Kota. 

(2) Berdasarkan perintah PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 
Bendahara Pengeluaran melakukan transfer dana 
kepada: 
a. BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi; dan/ atau 
b. BPP Panwas Kabupaten/Kota. 

Pasal 12 
(1) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, 
dilaksanakan dari RPS KPU Kabupaten/Kota ke BPP 
Ad hoc. 

(2) PPK KPU Kabupaten/Kota memerintahkan BPP KPU 
Kabupa:en/Kota untuk menyalurkan dana hibah 
langsung dalam bentuk uang kepada BPP Ad hoc, 

berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA 
KPU Provinsi. 

(3) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang 
oleh BPP KPU Kabupaten/Kota kepada BPP Ad hoc 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan 
tanda terima penyaluran dana. 

(4) Penyaluran dana hibah langsung kepada BPP Ad hoc 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan 
sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan 
efisiens:. dan efektivitas pelaksanaan tahapan Pemilihan. 

(5) Mekanisme penyaluran dana hibah langsung secara 
sekaligus atau bertahap kepada BPP Ad hoc dilaksanakan 
berdasarkan Pedoman Teknis. 

I� 
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Pasal 13 

(1) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, 
dilaksanakan dari RPS Panwas Kabupaten/Kota ke 
Panwas Kecamatan. 

(2) PPK Panwas Kabupaten/Kota memerintahkan BPP 
Panwas Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana hibah 
langsung dalam bentuk uang kepada Panwas Kecamatan, 
berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA 
Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

(3) Penyaluran dana hibah langsung oleh BPP Panwas 
Kabupaten/Kota kepada Panwas Kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan 
tanda terima penyaluran dc.na. 

(4) Penyaluran dana hibah langsung kepada Panwas 
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
dilakukan sekaligus a tau bertahap dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
tahapan Pemilihan. 

(5) Mekanisme penyaluran dana hibah langsung secara 
sekaligus atau bertahap kepada Panwas Kecamatan 
dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis. 

Bagian Kedua 
Penggunaan Dana Hibah 

Paragraf Pertama 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

Pasal 14 
(1) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1), digunakan oleh: a. KPU Provinsi; 
b. KPU Kabupaten/Kota; dan/ atau 
c. BPP Ad hoc. 
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(2) Penggunaan dana hibah langsung dalam bentuk uang 
sebagairr.ana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau 
huruf b, dilaksanakan dengan cara Bendahara 
Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran berdasarkan 
SPBy yang ditandatangani PPK. 

(3) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri 
dengan bukti pengeluaran. 

Pasal 15 
( 1) Penggunaan dana hi bah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara BPP 
Ad hoc melakukan pembayaran sesuai dengan alokasi 
dana yang telah ditetapkan oleh KPA KPU Provinsi. 

(2) Pembay2.ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran. 

(3) Tata cara pembayaran dana hibah langsung dalam 
bentuk uang oleh BPP Ad hoc kepada penerima hak, 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pedoman 
Teknis. 

Paragraf Kedua 
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota 

Pasal 16 
(1) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digunakan oleh: 
a. Bawaslu Provinsi; 
b. Par:was Kabupaten/Kota; dan/ atau 
c. Panwas Kecamatan. 

(2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan/ atau huruf b, dilaksanakan dengan 
cara Bendahara Pengeluaran / BPP melakukan 
pembayaran berdasarkan SPBy yang ditandatangani PPK. 

(3) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri 
bukti pengeluaran. 
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Pasal 17 
(1) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara 
Panwas Kecamatan melakukan pembayaran sesuai 
dengan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA 
Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran. 

(3) Tata cara pembayaran oleh Panwas Kecamatan kepada 
penenma hak dilaksanakan berdasarkan Pedoman 
Teknis. 

Bagian Ketiga 
Pertanggungjawaban Dana Hibah 

Paragraf Pertama 
KPU Provinsi dan KFU Kabupaten/Kota 

Pasa� 18 
(1) BPP Ad hoc menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan 

SPTJ kepada BPP KPU Kabupaten/Kota. 
(2) Format bukti-bukti pengeL1aran dan SPTJ sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) disusun sesuai dengan Pedoman 
Teknis. 

(3) BPP Ad hoc bertanggung jawab penuh terhadap dana 
hibah yang digunakannya. 

Pasal 19 
(1) BPP KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi 

penggunaan dana berdasarkan: 
a. bukti-bukti pengeluaran KPU Kabupaten/Kota; dan 
b. bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari BPP Ad hoc. 
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(2) BPP KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi 

penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan 
SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPK 
KPU Kabupaten/Kota. 

Pasal 20 
(1) PPK KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap 

rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung beserta 
bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan 
oleh BPP KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman 
Teknis. 

(2) PPK KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi 
penggunaan dana hibah langsung beserta bukti-bukti 
pengeluaran dan SPT J yang telah diverifikasi kepada 
Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi. 

(3) PPK KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh 
terhadap dana hibah langsung yang digunakannya. 

Pasal 21 
(1) BPP KPU Provinsi menyusun rekapitulasi penggunaan 

dana hibah langsung berdasar kan bukti-bukti 
pengeluaran. 

(2) Dalam hal tidak ditunjuk BPP, Bendahara Pengeluaran 
KPU Provinsi menyusun rekapitulasi penggunaan dana 
hibah langsung berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. 

(3) 

(1) 

BPP KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung beserta bukti-bukti 
pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran KPU 
Provinsi. 

Pasal 22 
Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi melakukan 
penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer 
kepada BPP KPU Provinsi dan/atau BPP KPU 
Kabupaten/Kota, dengan bukti-bukti pengeluaran yang 
di pertanggungj a wabkan. 

(2) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi menyusun 
rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan: 
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a .  rekapitulasi penggunaan dana KPU Provinsi; 

dan/atau 
b. rekapitulasi penggunaan 

Kabupaten/Kota. 
dana KPU 

(3) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi menyampaikan 
rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti 
pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU Provinsi. 

Pasal 23 
(1) PPK KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap: 

a. rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti 
pengeluaran dan SPT J yang disusun oleh BPP KPU 
Kabupaten/Kota; dan/ atau 

b. bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh 
Bendahara Pengeluara::1/BPP KPU Provinsi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan Pedoman Teknis. 

(3) PPK KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi 
penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan 
SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPSPM KPU Provinsi. 

(4) PPK KPU Provinsi bertanggung jawab penuh terhadap 
dana hibah langsung yang digunakannya. 

Pasal 24 
(1) Berdasarkan rekapitulasi beserta bukti-bukti 

pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh PPK KPU 
Provinsi, PPSPM KPU Provinsi menerbitkan SP2HL untuk 
selanjutnya disampaikan kepada KPPN. 

(2) Tata cara pengajuan SP2HL kepada KPPN dilakukan 
dengan berpedoman pada peraturan perundang
undangan mengenai pengelolaan hibah. 
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Paragraf Kedua 
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota 

Pasal 25 
(1) Panwas Kecamatan menyampaikan bukti-bukti 

pengeluaran dan SPTJ kepada BPP Panwas 
Ka bu paten/ Kota. 

(2) Format bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disusun sesuai dengan Pedoman 
Teknis. 

(3) Panwas Kecamatan bertanggung jawab penuh terhadap 
dana hibah yang digunakannya. 

Pasal 26 
(1) BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi 

penggunaan dana berdasarkan: 

(2) 

a. bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota; 
dar:./ atau 

b. bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari Panwas 
Kecamatan. 

BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan 
rekapitc.lasi penggunaan dana beserta bukti-bukti 
pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) , kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota. 

Pasal 27 
(1) PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi 

terhadap rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung 
beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang 
disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai 
dengan Pedoman Teknis. 

(2) PPK Panwas Kabupaten/ Kota menyampaikan 
rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti 
pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada 
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi. 
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(3) PPK Panwas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh 
terhadap dana hibah yang digunakannya. 

Pasal 28 
(1) BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi menyusun rekapitulasi 

penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. 
(2) Dalam hal tidak ditunjuk 3PP, Bendahara Pengeluaran 

Sekretariat Bawaslu Provinsi menyusun rekapitulasi 
penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. 

(3) BPP Sekretariat Bawast.1 Provinsi menyampaikan 
rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti 
pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat 
Bawaslu Provinsi. 

Pasal 29 
( 1) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi 

melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang 
ditransfer kepada BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi 
dan/atau BPP Panwas Kabupaten/Kota, dengan bukti
bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan. 

(2) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi 
menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan: 
a. rekapitulasi penggunaan dana Sekretariat Bawaslu 

Provinsi; dan/ atau 
b. rekapitulasi penggunaan 

Kabupaten/Kota. 
dana Panwas 

(3) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi 
menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta 
bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK 
Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

Pasal 30 
(1) PPK Sekretariat Bawaslu ?rovinsi melakukan verifikasi 

terhadap: 
a. rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti 

pengeluaran dan SPT J yang disusun oleh BPP 
Panwas Kabupaten/Kcta; dan/ atau 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 21 -
b. bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh 

Bendahara Pengeluaran/BPP Sekretariat Bawaslu 
Provinsi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan Pedoman Teknis. 

(3) PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi menyampaikan 
rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ 
yang telah diverifikasi kepada PPSPM Sekretariat 
Bawaslu Provinsi . 

(4) PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggung jawab 
penuh terhadap dana hibah yang digunakannya. 

( 1) Berdasarkan 
Pasal 31 

rekapitulasi beserta bukti-bukti 
pengeluaran dan SPT J yang disampaikan oleh PPK 
Sekretariat Bawaslu Provinsi, PPSPM Sekretariat Bawaslu 
Provinsi menerbitkan SP2HL untuk selanjutnya 
disampaikan kepada KPPN. 

(2) Tata cara pengajuan SP2HL ke KPPN dilakukan dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
mengenai pengelolaan hibah. 

Pasal 32 
Alur mekanisme penyaluran, penggunaan, dan 
pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur pada KPU Provinsi dan 
Bawaslu Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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BAB V 

PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA 

DAN WAKIL WALIKOTA 
Bagian Kesatu 

Penyaluran Dana 
Paragraf Pertama 

KPU Kabupaten/Kota 
Pasal 33 

(1) KPU Kabupaten/Kota menerima dana hibah langsung 
dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota 
untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. 

(2) Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan NPHD. 

(3) KPA KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan 
nomor register atas NPHD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai pengelolaan hibah. 

(4) Dalam rangka penerimaan hibah langsung dalam bentuk 
uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA KPU 
Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan 
pembukaan RPDHL kepada Kepala KPPN mitra kerja KPU 
Ka bu paten/ Kota. 

(5) KPA KPU Kabupaten/Kota membuka RPDHL setelah 
mendapat persetujuan dari Kepala KPPN. 

(6) Tata cara pembukaan RPDHL mengacu pada Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai rekening milik Kementerian 
Negara/Lembaga/Satuan Kerja. 
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Pasal 34 

( 1 )  Untuk mengelola dana hibah langsung dalam bentuk 
uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), 
KPA KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan 1 (satu) 
atau lebih PPK dengan keputusan KPA KPU 
Kabupaten/Kota. 

(2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana 
hibah langsung dalam bentuk uang untuk keperluan 
pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 
Walikota dan Wakil Walikota, Kepala satuan kerja KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih 
BPP de::1gan keputusan Kepala satuan kerja KPU 
Kabupaten/Kota. 

(3) Dalam rangka menampung penyaluran dana hibah 
langsung dalam bentuk uang dari RPDHL, KPA KPU 
Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan pembukaan 
RPS kepada Direktur J enderal Perbendaharaan. 

(4) Permohcnan persetujuan pembukaan RPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan melalui KPPN 
mitra kerja KPU Kabupaten/Kota. 

(5) KPA KPU Kabupaten/Kota membuka RPS setelah 
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal 
Perbendaharaan. 

(6) Tata cara pembukaan RPS mengacu pada Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai rekening milik kementerian 
negara/lembaga/ satuan kerja. 

Pasal 35 
Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang diterima oleh KPU 
Kabupaten/Kota disalurkan kepada: 
a .  KPU Kabupaten/Kota; dan/atau 
b. BPP Ad hoc. 
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Pasal 36 
(1) Penyaluran dana hibah 12.ngsung dalam bentuk uang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan 
melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL KPU 
Kabupaten/Kota ke RPS KPU Kabupaten/Kota. 

(2) Dalam rangka transfer dana dari RPDHL KPU 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
KPA KPU Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana 
hibah untuk KPU Kabupaten/Kota dan/atau masing
masing BPP Ad hoc. 

(3) Berdasarkan penetapan alckasi dana hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), PPK KPU Kabupaten/Kota 
memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk 
menyalurkan dana kepada BPP KPU Kabupaten/Kota 
menggunakan SPT Hibah. 

(4) Format SPT Hibah sebagai:nana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam Pedoman Teknis. 

Pasal 37 
(1) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, 
dilaksanakan dari RPS ke BPP Ad hoc. 

(2) PPK KPU Kabupaten/Kota memerintahkan BPP KPU 
Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana kepada BPP 
Ad hoc berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan 
oleh KPA KPU Kabupaten/Kota. 

(3) Penyaluran dana oleh BPP KPU Kabupaten/Kota kepada 
BPP Ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dibuktikan dengan tanda terima penyaluran dana. 

(4) Penyaluran dana kepada BPP Ad hoc sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sekaligus a tau 
bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan tahapan Pemilihan. 

(5) Mekanisme penyaluran dana secara sekaligus atau 
bertahap dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis. 

. � 
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Paragraf Kedua 
Panwas Kabupaten/Kota 

Pasal 38 
(1) Panwas Kabupaten/Kota menerima dana hibah langsung 

dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota 
untuk pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. 

(2) Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang 
sebagairr.ana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasar �an NPHD. 

(3) KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan 
permohonan nomor register atas NPHD sebagaimana 
dimaksud. ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai pengelolaan hibah. 

(4) Dalam rangka penerimaan dana hibah langsung dalam 
bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , KPA 
Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan 
persetuj·.1an pembukaan RPDHL untuk dan atas nama 
Panwas Kabupaten/Kota kepada Kepala KPPN mitra kerja 
Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

(5) PPK Par:was Kabupaten/Kota atas nama KPA Sekretariat 
Bawash:. Provinsi membuka RPDHL setelah mendapat 
persetujuan dari Kepala KPPN. 

(6) Tata ca::-a pembukaan RPDHL mengacu pada Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai rekening milik Kementerian 
Negara/Lembaga/Satuan Kerja. 

Pasal 39 
(1) Untuk mengelola dana hibah langsung dalam bentuk 

uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) , 
KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat menetapkan 1 
(satu) atau lebih PPK Panwas Kabupaten/Kota dengan 
keputu3an KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi. 
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(2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana 
hibah untuk membiayai kegiatan pengawasan pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil 
Walikota, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat 
mengangkat 1 (satu) atau lebih BPP Panwas 
Kabupaten/Kota dengan keputusan Kepala Sekretariat 
Bawaslu Provinsi. 

Pasal 40 
(1) Dalam rangka penyaluran dana dari RPDHL Panwas 

Kabupaten/Kota, PPK Panwas Kabupaten/Kota 
menetapkan alokasi dana 
Kabupaten/Kota dan/ atau 
Kecamatan. 

hibah untuk 
masmg-masmg 

Panwas 
Panwas 

(2) Berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), PPK Panwas Kabupaten/Kota 
memerintahkan BPP Pan·Nas Kabupaten/Kota untuk 
menyalurkan dana kepada Panwas Kecamatan. 

(3) Penyaluran dana oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota 
kepada Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima penyaluran 
dana. 

(4) Penyaluran dana kepada Panwas Kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan 
sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan 
efisiensi dan efektivitas pelc.ksanaan tahapan Pemilihan. 

(5) Mekanisme penyaluran cana secara sekaligus atau 
bertahap dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis. 

Bagian ::<:edua 
Penggunaan Dana Hibah 

Paragraf Pertama 
KPU Kabupaten/Kota 

Pasal 41 
(1) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digunakan oleh: 
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a. KPU Kabupaten/Kata; dan/ atau 
b. BPP Ad hoc. 

(2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a, dilaksanakan dengan cara Bendahara 
Pengeluaran/BPP KPU Kabupaten/Kata melakukan 
pembayaran berdasarkan SPBy yang ditandatangani PPK 
KPU Kabupaten/ Kata. 

(3) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri 
dengan bukti pengeluaran. 

Pasal 42 
(1) BPP Ad hoc melakukan pembayaran sesuai dengan 

alakasi dana yang telah ditetapkan aleh KPA KPU 
Kabupaten/Kata. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran. 

(3) Tata cara pembayaran aleh BPP Ad hoc kepada penerima 
hak dilaksanakan berdasarkan Pedaman Teknis. 

Paragraf Kedua 
Panwas Kabupaten/Kata 

Pasal 43 
(1) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) digunakan oleh: 
a. Panwas Kabupaten/Kota; 
b. Panwas Kecamatan. 

(2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara BPP Panwas 
Kabupaten/ Kata melakukan pembayaran berdasarkan 
SPBy yang ditandatangani PPK Panwas Kabupaten/Kata. 

(3) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri 
bukti pengeluaran. 

Pasal 44 
(1) Panwas Kecamatan melakukan pembayaran sesua1 

dengan alokasi dana yang telah ditetapkan aleh PPK 
Panwas Kabupaten/Kota. 
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(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran. 

(3) Tata cara pembayaran oleh Panwas Kecamatan kepada 
penenma hak dilaksanakan berdasarkan Pedoman 
Teknis. 

Bagian Ketiga 
Pertanggungjawaban Dana Hibah 

Paragraf Pertama 
KPU Kabupaten/Kota 

Pasa� 45 
(1) BPP Ad hoc menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan 

SPTJ kepada Bendahara Pengeluaran/BPP KPU 
Kabupaten/Kota. 

(2) Format bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disusun sesuai dengan Pedoman 
Teknis. 

(3) BPP Ad hoc bertanggung jawab penuh terhadap dana 
hibah yang digunakannya. 

Pasal 46 
(1) BPP KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi 

penggunaan dana berdasarkan: 
a. bukti-bukti pengeluaran KPU Kabupaten/Kota; dan 
b. bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari BPP Ad hoc. 

(2) Dalam hal tidak ditunjuk BPP, Bendahara Pengeluaran 
KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi 
penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) BPP KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi 
penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan 
SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/ Kota. 
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Pasal 47 
Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota 

melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang 
ditransfer kepada BPP KPU Kabupaten/Kota dengan 
bukti-bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan. 

(2) Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota 
menyam:;iaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta 
bukti-bukti pengeluaran dan SPT J kepada PPK KPU 
Kabupaten/Kota. 

Pasal 48 
(1) PPK KPC Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap 

rekapitu�asi penggunaan dana beserta bukti-bukti 
pengelu2.ran dan SPTJ yang disampaikan oleh Bendahara 
Pengelu2.ran KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan 
Pedoman Teknis. 

(2) PPK KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi 
penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan 
SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPSPM KPU 
Kabupaten/Kota. 

(3) PPK KFU Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh 
terhadap dana hibah yang digunakannya. 

Pasal 49 
(1) Berdasarkan rekapitulasi beserta bukti-bukti 

pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh PPK KPU 
Kabupa-::en/Kota, PPSPM KPU Kabupaten/Kota 
menerbitkan SP2HL untuk selanjutnya disampaikan 
kepada KPPN. 

(2) Tata c2.ra pengajuan SP2HL kepada KPPN dilakukan 
dengan berpedoman pada peraturan perundang
undangan mengenai pengelolaan hibah. 

Paragraf Kedua 
Panwas Kabupaten/Kota 
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Pasal 50 
(1) Panwas Kecamatan menyampaikan 

pengeluaran dan SPTJ kepada 
Kabupaten/ Kota. 

bukti-bukti 
BPP Pan was 

(2) Format bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disusun sesuai dengan Pedoman 
Teknis. 

(3) Panwas Kecamatan bertanggung jawab penuh terhadap 
dana hibah yang digunakar:.nya. 

Pasal 51 
( 1 )  BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi 

penggunaan dana berdasar�an: 
a. bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota; 

dan 
b. bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari Panwas 

Kecamatan. 
(2) BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan 

rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti 
pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota. 

Pasal 52 
(1) PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi 

terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti
bukti pengeluaran dan SPT J yang disampaikan oleh BPP 
Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis. 

(2) PPK Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan 
rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti 
pengeluaran dan SPT J yang telah diverifikasi kepada PPK 
Sekretariat Bawaslu Provinsi, dilampiri SPTJM yang 
ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten/Kota dan 
Kepala Sekretariat Pan was Ka bu paten/ Kata. 
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(3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dibuat 
sesuai fcrmat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

(4) PPK Pan-nas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh 
terhadap dana hibah yang digunakannya. 

Pasal 53 
(1) PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi menyampaikan 

rekapitulasi penggunaan dana beserta dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada 
PPSPM Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

(2) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan dana beserta 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , PPSPM 
Sekretar:.at Bawaslu Provinsi menerbitkan SP2HL untuk 
selanjutnya disampaikan kepada KPPN. 

(3) Tata cara pengajuan SP2HL ke KPPN dilakukan dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
mengenai pengelolaan hibah. 

Pasal 54 
(1) Alur oekanisme penyaluran, penggunaan, dan 

pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan 
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan 
Wakil Walikota pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Alur oekanisme penyaluran, penggunaan, dan 
pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan 
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan 
Wakil Walikota Pada Panwas Kabupaten/Kota 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri :ni. 
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BAB VI 
PENYESUAIAN PAGU BELANJA YANG BERSUMBER 

DARI HIBAH DALAM DIPA 
Pasal 55 

(1) KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan KPA Sekretariat 
Bawaslu Provinsi melakukan penyesuaian pagu belanja 
yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang 
dalam DIPA. 

(2) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), yaitu: 
a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai 

akhir tahun anggaran berjalan; 
b. sebesar realisasi penerimaan hibah; atau 
c. paling tinggi sebesar perjanjian hibah. 

(3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dilakukan melalui revisi DIPA sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara 
rev1s1 anggaran. 

(4) Hibah langsung dalam bentuk uang yang sudah diterima 
tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA, diproses 
melalui mekanisme revisi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). 

(5) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat Bawaslu 
Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dapat langsung 
menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung 
dalam bentuk uang tanpa menunggu terbitnya revisi 
anggaran. 

Pasal 56 
( 1 )  Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber 

dari hibah langsung dalam bentuk uang yang akan 
digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu 
belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA 
tahun anggaran berikutnya. 

(2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber 
dari hibah pada akhir tahun berjalan. 
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(3) Untuk pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang 

yang bersifat tahun jamak (multi years) , pelaksanaan 
revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud 
ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan 
pagu DI?A dari rencana penerimaan hibah langsung 
dalam bentuk uang tahun anggaran berikutnya. 

(4) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ' , ,  dilaksanakan melalui mekanisme rev1s1 
sebagairr.ana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai tata cara revisi anggaran. 

BAB VII 
PEMBUKUAN BENDAHARA DAN 

PELAPORAN KEUANGAN 
Bagian Kesatu 

Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu 

Pasal 57 
(1) BPP KPU Provinsi dan/atau BPP KPU Kabupaten/Kota 

harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban BPP atas 
uang yang dikelolanya. 

(2) Laporan Pertanggungjawaban BPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), disusun berdasarkan buku kas 
umum dan buku-buku pembantu yang telah diperiksa 
dan diuj:. oleh PPK. 

(3) Laporan Pertanggungjawaban BPP untuk pelaksanaan 
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani 
oleh BPP dan PPK serta disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan dilampiri salinan 
rekening koran sebagai pertanggungjawaban atas 
sejumlah dana yang diterima dari Bendahara 
Pengeluaran KPU Provinsi. 

(4) Laporan Pertanggungjawaban BPP untuk pelaksanaan 
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan 
W akil Vv-alikota ditandatangani oleh BPP dan PPK serta 

. .  
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disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran KPU 
Kabupaten/Kota dengan dilampiri salinan rekening koran 
sebagai pertanggungjawaban atas sejumlah dana yang 
diterima dari Bendahara Pengeluaran KPU 
Kabupaten/Kota. 

(5) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi 
mengkonsolidasikan Laporan Pertanggungjawaban BPP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan menyusun 
Laporan Pertanggungjawa·:)an Bendahara Pengeluaran 
untuk disampaikan kepada KPPN. 

(6) Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota 
mengkonsolidasikan Laporan Pertanggungjawaban BPP 
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Pengeluaran untuk disampaikan kepada 
KPPN. 

Pasal 58 
(1) BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau BPP Panwas 

Kabupaten/Kota harus menyusun Laporan 
Pertanggungjawaban BPP atas uang yang dikelolanya. 

(2) Laporan Pertanggungja"W'aban BPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan buku kas 
umum dan buku-buku pembantu yang telah diperiksa 
dan diuji oleh PPK. 

(3) Laporan Pertanggungjawaban BPP ditandatangani oleh 
BPP dan PPK, serta disampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dengan 
dilampiri salinan rekening koran sebagai 
pertanggungjawaban atas sejumlah dana yang diterima 
dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi 
dan hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(4) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi 
mengkonsolidasikan Laporan Pertanggungjawaban BPP 
Panwas Kabupaten/Kota dan menyusun Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran untuk 
disampaikan kepada KPPN. 
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Pasal 59 

Tata cara penyusunan . Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
57 ayat (6) dc..n Pasal 58 ayat (4) , mengacu pada Peraturan 
Menteri Keuar:gan mengenai kedudukan dan tanggung jawab 
bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan 
dan belanja negara. 

Bagian Kedua 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pasal 60 
(1) KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan KPA Sekretariat 

Bawaslu Provinsi menyelenggarakan akuntansi dan 
pelaporan keuangan atas pengelolaan dana hibah 
langsung dalam bentuk uang. 

(2) Tata cara penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan 
keuangan atas pengelolaan dana hibah langsung dalam 
bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
mengen2.1 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Hibah. 

BAB VIII 
PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 61 
(1) Ketua KPU /Ketua Bawaslu selaku PA menyelenggarakan 

pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan 
hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan 
Pemilihan. 

(2) Pengencalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) , dil2.ksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai sistem pengendalian 
intern Pemerintah. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 36 -
BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 62 

(1) Pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber 
dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk daerah 
otonomi baru yang belum memiliki struktur organisasi 
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/ atau Bawaslu 
Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh 
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/ atau Bawaslu 
Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota sebelum pemekaran. 

(2) Petunjuk lebih lanjut mengenai pengesahan pendapatan 
dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam 
bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan di daerah otonomi 
baru diatur dalam Pedoman Teknis. 

Pasal 63 
(1) Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dapat 

dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai perJanJ1an 
hibah atau dokumen yang dipersamakan. 

(2) Dalam hal tidak diatur dalam perjanjian hibah atau 
dokumen yang dipersamakan, sisa uang yang bersumber 
dari hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disetor ke kas negara. 

(3) Tata cara pengembalian sisa uang yang bersumber dari 
hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) , mengacu pada peraturan perundang-undangan 
mengenai pengelolaan hibah. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 64 
Ketentuan dalam Peraturan Menteri 1n1 mulai digunakan 
untuk tahapan Pemilihan tahun 2017. 
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Pasal 65 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Mei 2016 
DIREKTUR JENDERAL 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Mei 2016 
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 812 
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum � u.b. �_J.N REPu?; Kepala Bagian 
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MENTER! KEUANGAN 8 9  /PMK.05/2016 REPUBLIK INDONESIA 
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 

A. ALUR MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA KPU PROVINS! DAN BAWASLU PROVINS! 
PPK KPU/ Bawaslu 

Provinsi 

Memerintahkan 
penyaluran dana 
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Keterangan: 
I. Penyaluran dana hibah

1. Bendahara Pengeluaran KPU /Bawaslu Provinsi menenma dana hibahdari Pemerintah Provinsi di RPDHL.2. KPA menetapkan alokasi dana hibah.3. PPK memerintahkan pe:1.yaluran dana.4. Bendahara Pengeluaran melakukan transfer dana dari RPDHL ke RPS.5. a. BPP KPU /Bawaslu Provinsi menerima dana di RPS.b. BPP KPU /Panwas Kabupaten/Kota menerima dana di RPS.6. PPK KPU /Panwas Kabupaten/Kota menerima alokasi dana yangditetapkan oleh KPA.7. PPK KPU / Panwas Kabupaten/Kota memerintahkan penyaluran dana.8. BPP KPU /Panwas Kabupaten/Kota melakukan penyaluran dana.9. BPP Ad hoc/ Pan was Ke:amatan menerima dana dengan tanda terima.
II. Penggunaan dana hibah

10. PPK KPU /Bawaslu Provinsi menerbitkan SPBy.11. BPP KPU /Bawaslu Provinsi melakukan pembayaran kepada penerimahak berdasarkan SPBy.12. PPK KPU /Panwas Kahc.paten/Kota menerbitkan SPBy.13. BPP KPU /Panwas Kabupaten/Kota melakukan pembayaran kepadapenerima hak berdasarkan SPBy.14. BPP Ad hoc/Panwas Kecamatan melakukan pembayaran.
III. Pertanggungjawaban dana hibah

a. BPP Ad hoc/Panwas Kecamatan menyampaikan bukti pengeluaran danSPTJ kepada BPP KPU /Panwas Kabupaten/Kota.b. 1. BPP KPU /Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekap atas buktipengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU /Panwas Kabupaten/Kota. 2. BPP KPU /Bawaslu Provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta buktibukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran KPU /BawasluProvinsi.c. PPK KPU /Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi.d. Bendahara Pengeluaran KPU /Bawaslu Provinsi menyampaikanrekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPKKPU /Bawaslu Provinsi.e. PPK KPU /Bawaslu Pr::>vinsi melakukan verifikasi dan menyampaikanrekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPSPM.
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B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT) KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBA GA 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

1. Kode Satuan Kerja2. Uraian SatuanKerja3. Kegiatan/Output4. No. Grant/ Register

Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  (2) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3 ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

Ketua Panwas dan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota. . . . . . . . .  (5) menyatakan bertanggungjawab terhadap 1. Penerimaan . .  . . . .  . .  . . .  (6) dengan nomor register . . . . .  . . . .  . . (7) sebesar Rp. . .  " . . .  " . . .  (8) 2. Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1, sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) atas beban DIPA Nomor . . . . . . . . . . . . . . . .  (10) dengan akun . . . . . . . . . . . . . . . . .  (11) 3. Pengembalian sisa hibah bentuk uang kepada Pemberi Hibah sebesar Rp
. . . . . . . . . . . . . . .  (12) Hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara atas belanja sebagaimana angka 2, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Negara. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . . . . . .  (13) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . 

Ketua Panitia Pengawas Kab/Kota . . . . . . . . .  (15) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (17) 

. . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (14) Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kab /Kota . . . . . . . .  ( 16) 
(materai Rp6.000,-) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (18) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (19) 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
NO. URAlAN PENGISIAN 
( 1 )  Diisi kode satuan kerja Bawaslu Provinsi 
(2) Diisi uraian satuan kerja Bawaslu Provinsi 
{3) Diisi uraian kegiatan/output sesuai DIPA Bawaslu Provinsi 
(4) Diisi nomor reftister hibah 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota 
(6) Diisi bentuk hibah yaitu: Hibah Langsung Bentuk Uang 
(7) Diisi nomor register hibah 
(8) Diisi jumlah rupiah hibah langsung yang diterima. Untuk hibah 

langsung dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga diisi sebesar nilai 
tertera dalam dokumen atau nilai wa,jamya 

(9) Diisi iumlah belania ter:;cait hibah langsung. 
( 1 0) Diisi Nomor DIPA atas belanja yang bersumber dari hibah langsung 

bentuk uang. 
( 1 1) Diisi kode akun belania sesuai Bagan Alrun Standar 
( 1 2} Diisi jum.lah rupiah yang dikembalikan kepada Pemberi Hibah 
( 1 3) Diisi nama Kabupaten/Kota 
f 1 4) Diisi tempat dan tans:ural pembuatan SPTJM 
( 1 5) Diisi nama Kabupaten/Kota 
( 1 6) Diisi narna Kabupaten/Kota 
f 1 7) Diisi nama Ketua Panwas Kabupaten/Kota 
( 1 8) Diisi nama Kepala Sekratariat Panwas Kabupaten/Kota 
( 1 9) Diisi NIP Kepala Sekretariat Panwac; Kabupaten/Kota 
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C.  ALUR MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KPU KABUPATEN/ KOTA 

Benda hara Pengeluaran  
KPU Kab/Kota 

Men·erima dana dar.._ . 
Pemkab/Pemko� 9i 

RPDHL 

Rekap + Bukti 
Pengel. + SPTJ 

PPK KPU Kab/Kota BPP kPU Kab/ Kota 

? . . . .. - - : �· . . · ·\. 10 
., :eimtia�raRipH\� · I I "),I , . . . :- · ,-.·�.-- (•1i·"�- ·. , . .• .,, .  · ,.:,.,Perierima .Hak't;.t;;": 

r 
I 
I 
I 
I 
I 

l 

l 

t 

- · · Penetapan . · · 
\ .Afokasi Dana Hib�h 

� 

I l _,, ,-: .:r · :· · .. . <· -:· ', . 
. Memerlntahkan 

'). ¥ ::- 'p��ya!uran dan.� 
·•'" '.� ' - "'.::'j� C• ... � • ., r • • • ·  • • 

Verr.ikasi . u/ 
dsrnpkn kpd 

PPSPM sbg bhn 
pene rbitan SP2HL 

; • . �" � ::� . �,.: : ...... . :�,.:r:-: .. :_ .. 

Rekap + 
Bukti Pengel. + 

SPTJ 

BPP Ad hoc 

Bukti Pengel. + 

SPTJ 
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Keterangan: 
I. Penyaluran dana hibah 

1. Bendahara Pengeluaran KPU menerima dana dari Pemkab / Pemkot di RPDHL. 2. KPA menetapkan alokasi dana hibah. 3. PPK KPU Kabupaten/Kota memerintahkan penyaluran dana. 4. Bendahara Pengeluaran KPU melakukan transfer dana. 5. BPP KPU Kabupaten/Kota menerima dana di RPS. 6. PPK KPU Kabupaten/Kota memerintahkan penyaluran dana. 7. BPP KPU Kabupaten/Kota melakukan penyaluran dana. 8. BPP Ad hoc menerima dana dengan tanda terima. 
II. Penggunaan dana hibah 

9. PPK KPU Kabupaten/Kota menerbitkan SPBy. 10. BPP KPU Kabupaten/Kota melakukan pembayaran kepada penerima hak berdasarkan SPBy. 11. BPP Ad hoc melakukan pembayaran. 
III. Pertanggungjawaban dana hibah 

a. BPP Ad hoc menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP KPU Kabupaten/Kota. b. BPP KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi beserta buktibukti pengeluaran dan SPT J kepada Bendahara Pengeluaran KPU. c. Bendahara Pengeluaran KPU menyampaikan rekapitulasi beserta buktibukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU Kabupaten/Kota. d. PPK KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPSPM. 
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D. ALUR MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN PEMILIHANBUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PANWAS KABUPATEN/KOTA
PPK  Bawas lu Provinsi  

Menyampa ikan kpd
PPSPM sbg bhn 

penerb itan SP2HL

PPK  Pa nwas Ka b/Kota 

Jt\ 

Verifikas i dan 
Me!ampirkan SPTJM

BPP Panwas  Ka b/ Kota 
Melakukan penyaluran

dana

� 

'1, 

;i:£iri:i:t'.?·:�: .·'--_f·� ·
:.
�'. '!;�.,.._' ; .�-" · .  '• • '• -�, . 

Rekap + 
Bukti Pengel. + SPTJ

Pa nwas Keca mata n 
Menerima dana dengan

tanda terima

i 

Bukti Pengel. + SPTJ

�

Bu i 
Pengel. 

M�lakuk�n pembayaran 
. ; . .

· , -, 
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Keterangan: 
I. Penyaluran dana hibah

1 .  BPP Panwas Kabupaten/Kota menenma dana dari Pemkab/Pemkot di RPDHL. 2. PPK Panwas Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana.3. PPK Panwas Kabupaten/Kota memerintahkan penyaluran dana.4 .  BPP Panwas Kabupaten/Kota melakukan penyaluran dana. 5. Panwas Kecamatan menerima dana dengan tanda terima.
II. Penggunaan dana hibah

6. PPK Panwas Kabupaten/Kota menerbitkan SPBy.7. BPP Panwas Kabupaten/Kota melakukan pembayaran kepada penerimahak berdasarkan SPBy.8. Panwas Kecamatan melakukan pembayaran.
Ill. Pertanggungjawaban dana hibah 

a. Panwas Kecamatan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJkepada BPP Panwas Kabupaten/Kota.b. BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi beserta buktibukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota.c. PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasibeserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ, untuk selanjutnyadisampaikan kepada PPK Bawaslu Provinsi dilampiri SPTJM.d. PPK Bawaslu Provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-buktipengeluaran, SPTJ dan SPTJM kepada PPSPM sebagai bahan penerbitanSP2HL.
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